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PENGAMANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN PRESIDEN

DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA SERTA TAMU

NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN

I. UMUM

Presiden dan Wakil Presiden merupakan representasi negara sehingga
perlu mendapatkan pengamanan secara khusus. Presiden dan Wakil
Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang
demokratis untuk memimpin bangsa Indonesia sesuai dengan amanat
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Setelah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berakhir,
keberadaan Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden perlu juga
mendapatkan pengamanan oleh negara. Hal tersebut diberikan
mengingat jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu Mantan Presiden dan
Mantan Wakil Presiden adalah warga negara yang pernah membuat,
mengetahui, serta memegang rahasia negara.

Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan
merupakan representasi negara asing, yang harus mendapat
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perlakuan pengamanan secara khusus dari Pemerintah Republik
Indonesia selama berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau
pribadi ke negara Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia, Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden
beserta keluarganya dan Tamu Negara setingkat Kepala
Negara/Kepala Pemerintahan merupakan tugas dan tanggung jawab
Tentara Nasional Indonesia. Pengamanan Mantan Presiden dan
Mantan Wakil Presiden dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia
dengan pertimbangan kontinuitas pengamanan fisik yang selama ini
diberikan kepada Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden pada
saat menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Mengingat tanggung jawab yang begitu besar, maka segala
kemungkinan ancaman, gangguan, dan kesalahan harus diantisipasi
semaksimal mungkin. Untuk itu, dalam melaksanakan operasi
pengamanan, Tentara Nasional Indonesia berkoordinasi dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia serta instansi terkait sesuai
dengan kewenangannya.

Selama ini, peraturan yang mengatur mengenai pengamanan bagi
Presiden diatur dalam Keputusan Presiden. Sedangkan pengamanan
untuk Wakil Presiden dan Tamu Negara setingkat Kepala
Negara/Kepala Pemerintahan diatur dalam Keputusan Panglima
Tentara Nasional Indonesia. Sementara pengaturan mengenai
pengamanan bagi Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden diatur
dalam Instruksi Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Tentara
Nasional Indonesia.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk
mengatur pengamanan bagi Presiden dan Wakil Presiden, Mantan
Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu
Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam
peraturan perundang-undangan secara komprehensif.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai pengamanan
Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, pengamanan
Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya,
pengamanan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala
Pemerintahan, wewenang dan tanggung jawab, serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
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Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “istri atau suami” adalah istri
atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengamanan instalasi”
termasuk juga antara lain penjagaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.
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Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” yang terkait dengan
kegiatan Pengamanan Presiden antara lain Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar
Negeri, dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan secara melekat“ yaitu
pengamanan fisik secara langsung, jarak dekat, dan setiap
saat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kediaman jabatan negara
Presiden dan Wakil Presiden” adalah tempat atau rumah
milik Negara yang ditinggali oleh Presiden dan Wakil
Presiden atau kediaman resmi Presiden dan Wakil
Presiden.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

www.djpp.kemenkumham.go.id



No. 54415

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “istri” adalah istri pertama.
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Istri pertama merupakan istri pertama yang terlama dinikahi
dengan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tanpa terputus oleh perceraian.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengamanan instalasi”
termasuk juga antara lain penjagaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tamu Negara setingkat Kepala
Negara/Kepala Pemerintahan” antara lain Presiden, Raja,
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Kaisar, Ratu, Yang Dipertuan Agung, Paus, Gubernur
Jenderal, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Kanselir, dan
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengamanan instalasi”
termasuk juga antara lain penjagaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
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Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.
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